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ABSTRAK 

 

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki ekosistem 

mangrove terluas di Provinsi Riau dan berpotensi besar dalam pengembangan 

karbon biru (blue carbon) sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan karbon 

biru masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari regulasi, kelembagaan, 

maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan karbon biru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

karbon biru pada ekosistem mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 2) Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan 

karbon biru pada ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 

2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 

Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan penarikan 

Kesimpulan dari umum kekhusus yang disebut dengan Deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru melalui 

fungsi perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, serta pemberdayaan 

masyarakat dalam perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Peran 

tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap program perhutanan sosial, 

konservasi mangrove, serta sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan 

nasional terkait perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon. Namun pelaksanaannya 

belum optimal karena belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur 

karbon biru, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, serta 

belum optimalnya koordinasi antar instansi. Adapun solusi yang dapat dilakukan 

yaitu penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan tata kelola 

karbon biru yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 

pesisir. 
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ABSTRACT 

 

Indragiri Hilir Regency is a region that possesses the largest mangrove 

ecosystem in Riau Province and has significant potential for the development of 

blue carbon as an effort to mitigate climate change and improve the welfare of 

coastal communities. However, the management and utilization of blue carbon still 

face various challenges, including regulatory, institutional, and stakeholder 

coordination issues. Therefore, this study examines the role of the Regional 

Government of Indragiri Hilir Regency in the management and utilization of blue 

carbon based on Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal 

Areas and Small Islands. 

The research questions addressed in this study are: (1) How does the 

Regional Government of Indragiri Hilir Regency play a role in the management 

and utilization of blue carbon within mangrove ecosystems based on Law Number 

1 of 2014 and (2) What are the obstacles and solutions faced by the Regional 

Government of Indragiri Hilir Regency in implementing the management and 

utilization of blue carbon within mangrove ecosystems in accordance with the 

provisions of Law Number 1 of 2014. 

This study is an empirical legal research with a descriptive nature. Data 

were collected through interviews, literature reviews, and documentation, and were 

analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. Conclusions were 

drawn using a deductive method, moving from general principles to specific 

findings. 

The results of the study indicate that the Regional Government of Indragiri 

Hilir Regency plays a role in the management and utilization of blue carbon 

through planning, coordination, facilitation, supervision, and community 

empowerment functions in the protection and rehabilitation of mangrove 

ecosystems. These roles are implemented through support for social forestry 

programs, mangrove conservation initiatives, and the synchronization of regional 

policies with national policies concerning climate change and the economic value 

of carbon. However, the implementation has not yet been optimal due to the 

absence of specific regional regulations governing blue carbon, limited human 

resources, insufficient funding, and suboptimal inter-agency coordination. The 

proposed solutions include strengthening regional regulations, enhancing 
institutional and community capacities, improving cross-sectoral coordination, and 

developing sustainable blue carbon governance that is oriented toward the welfare 

of coastal communities. 

 
 


